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Abstract

Trustee of higher education institution (Foundation) is a legal entity of higher education that determines
vision, mission, and goals of education in an educational institution. In practice, not a few of these or-
ganizing institutions are established and managed by a family or usually called Family Foundation.
This paper aims to identify the implementation of organizational governance concept that is suitable for
Family Foundation. By using literature review and synthesizing theories, concepts, and research find-
ings from both organizational governance and higher education institution literatures, this paper re-
veals that, (1) Adopting key elements from family governance system to family foundation is considered
a very good solution to implement, by looking at the typical problems that usually occur in family foun-
dation. (2) Family governance tools which are family constitution and family governance structure are
implementable solutions to facilitate the bodies in applying and carrying the role and function of the
foundation.

Keywords: Corporate Governance; Higher Education Institution; Family Governance.

Abstrak

Badan penyelenggara perguruan tinggi (yayasan) merupakan badan hukum pendidikan tinggi yang
menentukan visi, misi dan tujuan penyeleggaraaan pendidikan disebuah lembaga pendidikan. Pada prak-
tiknya, tidak sedikit badan penyelenggara ini didirikan dan dikelola oleh suatu keluarga atau disebut
Yayasan Keluarga. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan konsep tata kelola organisasi
yang cocok diterapkan di sebuah Yayasan keluarga. Dengan menggunakan metode kajian pustaka dan
mensintesa teori, konsep, temuan penelitian yang ada dalam literatur tata kelola organisasi dan mana-
jemen pengelolaan perguruan tinggi, tulisan ini berhasil merumuskan beberapa hal yaitu,(1) Adopsi ele-
men utama sistem tata kelola keluarga pada yayasan pendidikan dinilai sangat tepat untuk diimpelentasi-
kan dengan melihat permasalahan tipikal yang terjadi pada yayasan keluarga. (2) Perangkat tata kelola
keluarga yaitu Konstitusi Keluarga (Family Constitution) dan Struktur Tata kelola Keluarga (Family
Governance Structure) merupakan solusi implemenatif untuk menfasilitasi organ yayasan dalam
pelaksanaan jalannya peran dan fungsi yayasan.

Kata Kunci: Tata Kelola Organisasi, Institusi Pendidikan Tinggi, Tata Kelola Keluarga.
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PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sebuah tujuan negara,
pelaksanaannya tidak hanya pada pemerintah,
juga menjadi taggungjawab masyarakat.
Olehnya itu, Negara melalui UU no 20 Tahun
2003, tentang Pendidikan Nasional, memberi-
kan kesempatan kepada masayarakat untuk
ikut serta menyelenggarakan pendidikan,
untuk semua tingkatan, termasuk didalamnya
adalah penyelenggaraan Perguruan Tinggi.

Peraturan diatas mensyaratkan penye-
lenggaraan pendidikan tinggi harus dilaksana-
kan oleh Badan Hukum Perguruan Tinggi,
yang alternatifnya berbentuk  Yayasan,
Perkumpulan, atau Badan Hukum lainnya
sesuai perundang-undangan yang berlaku
(Pemerintah Republik Indonesia, 2013).
Menurut data Pangkalan Data Pendidikan
Tinggi tahun 2020, jumlah Perguruan Tinggi
Swasta di Indonesia sebanyak 2.995 buabh,
atau sebesar 66 % dari jumlah Perguruan
Tinggi yang beroperasi di Indonesia.

Ini berarti bahwa penyelenggaran
Perguruan Tinggi Swasta merupakan bagian
tidak terpisahkan dari sistem pendidikan
nasional, memberikan kontribusi signifikan
terhadap kinerja pendidikan tinggi nasional.
Jumlah Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia
menunjukkan angka jumlah mahasiswa
sekitar 4,7 juta orang (www.antaranews.com,
2018). Jumlah ini sangat besar dibanding
jumlah Perguruan Tinggi Negeri yang
beroperasi di Indonesia. Namun pengelolaan
perguruan Tinggi Swasta masih menyisakan
banyak masalah, antara lain masih banyaknya
jumlah yang bermasalah, yang menurut Ketua
Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Pergu-
ruan Tinggi Swasta Indonesia sebanyak 206
PTS. (Https://www.publikasionline.id, 2020)

Dalam perkembangannya, penyelengga-
raan  Perguruan Tinggi Swasta dapat
menunjukkan perkembangan yang sangat
beragam. Beberapa diantaranya menunjukkan
perkembangan yang pesat, namun secara
persentase sangat kecil. Sebahagian besar PTS
tersebut bisa dikategorikan berjalan baik.
Namun tidak sedikit yang mengalami konflik
organisasi yang berdampak negatif pada
perkembangan penyelengaraannya, bahkan
tidak sedikit yang harus ditutup. Masalah
konflik 1ini diidentifikasi disebabkan oleh
lemahnya tata kelola organisasi.

Sebenarnya perangkat peraturan perun-
dang-undangan di Indonesia tidak mengenal

istilah institusi pendidikan tinggi yang dimili-
ki/dikelola oleh keluarga, kecuali hanya
mengenal istilah Badan Penyelenggara Pen-
didikan Tinggi. Namun pada prakteknya, ban-
yak badan penyelenggara pendidikan tinggi
swasta di Indonesia didirikan dan dikelola
oleh keluarga (Tsamenyi, Noormansyah, &
Uddin, 2008). Tulisan ini mengusulkan istilah
Badan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
Berbasis Kepemilikan Keluarga (disingkat
Yayasan Keluarga).

Praktik yayasan keluarga, dikenal dengan
istilah  family-owned/managed higher edu-
cation institution (FOMHEI)(Calucag, Ph, &
Drucker, 2012). Hal ini tidak hanya terjadi di
negara berkembang, namun juga banyak
dipraktekkan di negara negara Eropa dan
Amerika Utara.  Lembaga semacam ini
didirikan oleh keluarga, biasanya oleh
anggota keluarga yang karismatik, dan tetap
berada di bawah kendali keluarga dari
generasi ke generasi. Meskipun tidak ada
statistik mengenai sejauh mana operasi
mereka, diperkirakan bahwa lembaga
semacam ini memiliki kehadiran yang
signifikan di sejumlah negara dengan sektor
swasta yang besar (Calucag et al., 2012)

Para  pemerhati  pendidikan  telah
mengungkapkan adanya tantangan pengelola-
an lembaga Yayasan Keluarga. Misalnya,
keinginan keluarga untuk mempertahankan
pengaruh dan dominasi mereka pada proses
pengambilan  keputusan  stratejik  dan
manajerial, dan hal ini bisa berdampak pada
melemahnya kualitas tata kelola organisasi
yang baik. Tantangan lain mungkin terkait
dengan meningkatnya pengaruh keluarga
dengan terkait peluang memperoleh keun-
tungan ekonomi. (Montemerlo & Ward, 2011)

Dilain pihak, pemerintah telah meperke-
nakan dan mendorong penerapan konsep tata
kelola yang baik (GCG) di pengelolaan
perguruan tinggi. telah diatur dalam regulasi
pemerintah dengan diterbitkannya UU No.16
tahun 20021 dan UU no.28 tahun 2004
tentang pengelolaan Yayasan serta UU no. 20
tentang Pendidikan Nasional. Raangkaian
regulasi ini telah dijadikan rujukan oleh para
pemangku kepentingan dalam pengelolaan
lembaga penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Namun kenyataannya, banyak konflik pada
lembaga penyelenggaraan pendidikan tinggi
swasta di Indonesia diakibatkan oleh adanya
konflik internal, yang tidak lain adalah
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konflik antara anggota keluarga. Pertanyaan
yang muncul adalah apakah perangkat aturan
diatas dianggap cukup untuk dijadikan
rujukan  untuk menyelesaikan persoalan
konflik Yayasan Keluarga di Indonesia.

Konsep tata kelola organisasi telah
mengidentifikasi salah satu pillar yang
penting  untuk  terimplementasi  pada

perusahaan atau lembaga penyelenggaran
pendidikan yang Dberbasis pengelolaan
keluarga, yaitu Family Governance (Gonzalez
-Cruz, Clemente-Almendros, & Puig-Denia,
2021), Olehnya itu, pertanyaan penelitian
yang diangkat adalah Bagaimana konsep tata
kelola keluarga (Family Governance) mampu
dijadikan rujukan utama dalam pengelolaan
lembaga penyelenggaran pendidikan tinggi
berbasis pengelolaan keluarga sehingga bisa
berdampak positif pada keberlangsungan dan
keberlanjutan lembaga tersebut.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini melakukan sintesis beberapa
konsep tata kelola dengan melakukan kajian
pustaka dalam megidentifikasi pilar tata
kelola keluarga pada konteks penyelenggaran
perguran tinggi berbasis keluarga. Metode
kualitatif ini digunakan untuk memperkuat
rasionalitas topik dengan pertanyaan peneliti-
an sehingga mampu memberikan kesimpulan
terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan.
Sumber data primer dan  sekunder
dipertimbangkan untuk pengumpulan data
yang berasal dari jurnal ilmiah, artikel, buku
dan hasil diskusi dan workshop, sehingga
dapat diperoleh hasil yang memuaskan secara
intelektual akademik.Terdapat dua konsep
yang dikemukakan pada penelitian pustaka ini
adalah konsep tata kelola organisasi dan
pengelolaan perguruan tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Tata Kelola pada Penyelenggaran
Pendidikan Tinggi umumnya dikenal dengan

istilah  Good  University  Governance
(appraiseproject). Konsep ini merupakan sa-
lah satu elemen kunci yang dapat

mengarahkan pencapaian hasil kinerja yang
lebih maksimal. Karakteristik pencapaian
lembaga pendidikan untuk mencapai kelas
dunia antara lain kepemimpinan, kebijakan
tata kelola, pendanaanm kemmapuan men-
fokuskan pada sasaran yang jelas, pengem-

bangan budaya akademik dan kualitas sumber
daya manusia yang terlibat (Making, 2011)

Tata kelola pada dasarnya adalah sistem
aturan, praktek dan proses dimana sebuah
lembaga daiarahkan dan dikendalikan. Kon-
sep ini pada dasarya mengatur keseimbangan
kepentingan (balance of interest) dari semua
pemangku kepentingan pada lembaga terse-
but. Karena tata kelola menyediakan
kerangkakerja untuk pencapaian tujuan lem-
baga, hal ini mencakup semua elemen mana-
jemen, mulai dari tindakan perencanaan, pen-
gendalian internal, pengukuran kinerja dan
pengungkapan laporan (Sahnoun & Abden-
nadher, 2021).

Para cendekiawan tata kelola di lembaga
pengelolaan pendidikan menawarkan bebera-
pa model turunan dari konsep tata kelola, an-
tara lain (1) Clark’s Triangle of Coordination

(Lang, 2015) mengemukakan bagaimana
berbagai kelompok kepentingan (interset
group), baik didalam lembaga ataupun

diluar, membentuk sistem pengelolaan yang
baik. Terdapat tiga kekuatan yang mendomi-
nasi proses koordinasi pada sebuah lembaga
pengelolaan pendidikan tinggi, yaitu akade-
mik, pemerintah dan pasar. (2) Van Vaught
Model mengidentifikasi empat variabel pent-
ing untuk memahami bagaimana tatakeola itu
dibangun (Van Vught & Westerheijden,
1994). Keempat variabel tersebut adalah
pengaruh  pasar, strategi arahan dari
pemerintah, pengaruh yang terlembagakan
dari oligarki pendidik, dan proses manajemen
di lembaga tersebut.

Terdapat lima dimensi yang terlibat da-
lam sistem tata kelola dalam sebuah lembaga
penyelenggaraan pendidikan, yaitu misi dan
sasaran; orientasi manajemen; otonomi;
akuntabilitas;  partisipasi  (Jaramillo &
Zaafrane, 2014). Dimensi ini nampaknya di-
adopsi dari konsep tata kelola pada entitas
yang berorientasi laba. Selain itu, konsep ini
juga menawarkan kerangkakerja tata kelola
organisasi berbasis skala menengah dan kecil.
Salah satu pilar utama tawaran kerangkakerja
ini adalah tata kelola keluarga (Family Gov-
ernance).

Konsep Tatakelola Keluarga

Dalam Lembaga milik keluarga, konsep
tata kelola berorientasi pada kesejahteraan
para pemangku kepentingan dan keberlanju-
tan lembaga. Olehnya itu komitmen untuk
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senantiasa mempertahankan hubungan antara
anggota keluarga harus dipertahankan. Komit-
men tersebut sangat dipengaruhi oleh perkem-
bangan usaha sebagai entitas yang berorienta-
si pada pertumbuhan (Gubitta & Gianecchini,
2002).

Penelitian sebelumnya telah mengidentif-

ikasi faktor-faktor yang mendorong adopsi
tata kelola keluarga, seperti tingkat kom-
pleksitas keluarga (misalnya, usia, ukuran,
dan keragaman kepemilikan) dan kerumitan
operasional lembaga (misalnya, ukuran, per-
wakilan keluarga, tingkat profesionalisasi).
Meskipun ada beberapa kesepakatan tentang
pendorong dan hasil dari tata kelola keluarga,
ada juga banyak inkonsistensi dalam hal arah
hubungan antara faktor-faktor ini. Sebagai
contoh, beberapa penulis menganggap komu-
nikasi keluarga yang baik sebagai pendahulu
dari tata kelola keluarga, sementara yang lain
melihatnya sebagai hasil. Kurangnya kon-
sistensi ini menunjukkan hubungan yang mel-
ingkar dan saling memperkuat, di mana
komunikasi yang efektif dan tata kelola
keluarga yang efektif saling memperkuat,
bukan yang menyebabkan yang lain
(Gonzalez-Cruz et al., 2021).
Sistem tata kelola keluarga memiliki tiga
tujuan utama, yaitu (1) transparansi dan
akuntabilitas; (2) pengambilan keputusan dan
kemampuan tindakan; dan (3) kesinambungan
dan keberlanjutan. Ketiga tujuan ini berada
dalam suatu siklus yang terintegrasi,
menujukkan sebuah keterkaitan satu sama lain
untuk mendukung pencapaian tujuan lem-
baga. (Astrachan & Botero, 2021). Dengan
kata lain, ketiga tujuan ini berada dalam ranah
manajemen strategi yang menfasilitasi imple-
mentasi rencana strategis lembaga

Transparency
&

Accountability

Decision-Making &
Actionability

Continuity &
Sustainability

Gambar 1 Tujuan Utama Sistem
Tata Kelola Keluarga
(Astrachan & Botero, 2021)

Konsep tata kelola keluarga me-
meprsyaratkan perlunya perumusan konsitusi
keuarga (Family Constitution) yang men-
cakup perumusan visi dan msi keuarga, ke-
bijakan core values, regulasi hak dan
kewajiban semua pihak, termasuk untuk ang-
gota keluarga baik yang terlibat dalam lem-
baga maupun yang tidak terlibat. Hal ini
mempertegas adanya kewenangan yang jelas
dan kebijakan pengambilan keputusan yang
mengikat semua pihak terkait pada lembaga
tersebut.

Selain itu, Struktur tata kelola (Family
Governance Structure) perlu dirumuskan un-
tuk menfasilitasi proses komunikasi dan
koordinasi yang efektif antara pihak keluarga
dan lembaga. Hal ini sangat perlu dirumuskan
karena kondisi lembaga berada pada kondisi
semakin dinamis, dan semakin kompleks. Ju-
ga, struktur tata kelola ini akan memudahkan
semua pihak terinformasikan perkembangan
lembaga sehingga memudahkan para pihak
untuk memberi saran, opini dan kritikan
(Schleif, 2004).

Konstitusi keluarga dan struktur tata kel-
ola keluarga perlu terus diperbaharui seiring
dengan perkembangan lembaga, yang bisa
dipengaruhi oleh kompleksitas usaha, ukuran
lembaga, keragaman pihak terkait dan tingkat
persaingan esternal.

Peran Badan Penyelenggara/Yayasan da-
lam penerapan tata kelola

Sebagai badan hukum yang menyeleng-
garakan pendidikan tinggi, Yayasan keluarga
mempunyai kewenangan yang besar untuk
menentukan arah dan tujuan lembaga yang
dikelolanya. Untuk mencapai tujuan lembaga,
yayasan keluarga tentu saja harus merumus-
kan tata kelola yang cocok diterapkan sesuai
dengan konteks perkembangan lembaganya.
Efektifitas tata kelola pada yayasan keluarga
sangat ditentukan oleh beberapa dimensi, sa-
lah satunya adalah dimensi interpersonal. Un-
sur yayasan yang terdiri dari Badan Pembina,
Badan Pengurus dan Badan Pengawas me-
merlukan pola komunikasi dan koordinasi
yang efektif sehingga prinsip dasar tata kelola
dapat terwujud. Semua unsur yayasan harus
mampu membangun dan mempertahankan
hubungan interpersonal diantara mereka, se-
hingga efektifitas keputusan yang diambil
dapat menyelesaikan tantangan lembaga yang
dihadapi.
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Pada praktiknya unsur yayasan akan ber-
hadapan dengan masalah dan peluang yang
berada pada tataran stratejik dan manajerial.
Misalnya, perumusan statuta perguruan tinggi,
keputusan akan pola pengembangan universi-
tas, pemilihan pimpinan lembaga pendidikan,
bahkan terkadang sampai pada keputusan
merger dan akuisisi (Sheridan & Fallon,
2018). Keputusan semacam ini seringkali di-
warnai dengan perbedaan pendapat, keraga-
man keinginan serta kompleksitas persoalan.
Kerumitan pengambilan keputusan ini terka-
dang lebih sering dihadapi oleh lembaga yang
dikelola oleh keluarga dibanding dikelola oleh
yayasan berbasis korporasi atau lembaga
masyarakat lainnya. Tentu saja, hal ini akan
terkait dengan gaya kempemimpinan dan
komitmen organisasi yang dibangun oleh
yayasan tersebut (Sultan, Lukman, & Kartini,
2021).

Penelitian sebelumnya juga mengidentifi-
kasi adanya fenomena klasik dalam sebiah
yayasan keluarga. Misalnya, keluarga yang
memiliki yayasan pendidikan sering kali
mengabaikan investasi dalam strategi diversi-
fikasi yang menumbuhkan bisnis. Diversifi-
kasi perusahaan, yang mungkin memerlukan
pembagian kekuasaan pengambilan keputusan
dengan  aktor non-keluarga, dianggap
mengancam  posisi manajerial dominan
keluarga (Choi et al., n.d.). Kebutuhan
keluarga untuk mempertahankan universitas
dalam keluarga adalah contoh lain di mana
prioritas keluarga dapat berbenturan dengan
kebutuhan organisasi. Praktik perekrutan dan
promosi yang sangat beriorentasi pada keluar-
ga, dapat menyebabkan conflict of interest,
dan dalam beberapa kasus perselisihan di an-
tara anggota keluarga dan bukan-keluarga.
Anggota bukan-keluarga, mungkin saja
menentang tradisi dan norma suksesi berbasis
keluarga terutama jika menyangkut perekru-
tan dan promosi individu yang dianggap tidak
memenuhi syarat.

Dengan demikian, tata kelola keluarga
menjadi sebuah keharusan uttuk dihadirkan
pada sebuah yayasan keluarga untuk
menfasilitasi pencapaian tujuan yayasan dan
keberlanjutannya. Konsep tata kelola keluarga
menyiapkan banyak perangkat teknis dalam
pengimplementasiannya. Pilihannya tentu saja
akan diseuaikan dengan konteks yang dimiliki
oleh yayasan keluarga untuk diterapkan.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Pembahasan di atas telah mensintesa
konsep tatakelola organisasi (corporate gov-
ernance) dikaitkan dengan kondisi kontekstu-
al yayasan keluarga. Konsep ini pada da-
sarnya mengatur keseimbangan kepentingan
(interest) dari semua pemangku kepentingan
pada lembaga tersebut. Adopsi elemen utama
sistem tatakelola keluarga pada yayasan pen-
didikan dinilai sangat tepat untuk diimpelen-
tasikan dengan melihat permasalahan tipikal
yang terjadi pada yayasan keluarga dalam
mengelola perguruan tinggi swasta, utamanya
di Indonesia. Selain itu, perangkat tatakelola
keluarga, konstitusi keluarga (family constitu-
tion) dan struktur tatakelola keluarga (family
governance structure) merupakan solusi im-
plementatif untuk menfasilitasi organ yayasan
dalam pelaksanaan jalannya peran dan fungsi
yayasan, misalnya proses pengambilan kepu-
tusan stratejik dan managerial dalam ling-
kungan yayasan.

Keterbatasan penelitian ini adalah tidak
adanya data empiris yang digunakan dalam
penelitian ini. Demikian pula keragaman
konteks belum banyak dikemukakan dalam
menjelaskan  fenomena praktek yayasan
keluarga pada penelitian ini.
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